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ABSTRAK

Pencatatan perkawinan di beberapa negara muslim wajib untuk dilaksanakan bagi
warga negaranya. Hal ini berkaitan dengan akibat hukum yang dapat ditimbulkan setelah
terjadinya sebuah perkawinan. Pada penelitian ini, penulis memilih negara Indonesia dan
Brunei Darussalam, karena beberapa alasan yaitu pertama adanya perbedaan sistem hukum
dan pendekatan regulasi. Meskipun sama-sama mempunyai nilai-nilai Islam, Indonesia
menganut sistem hukum campuran (civi/ /aw, hukum Islam, dan adat), sementara Brunei
Darussalam menerapkan hukum Islam secara lebih formal melalui pelaksanaan syari’ah.
Selain itu, alasan kedua negara tersebut menarik untuk dibahas karena perbandingan kebijakan
pencatatan perkawinan. Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan turunannya, sedangkan Brunei Darussalam
menerapkan ketentuan dalam Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition
2012. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka penulis mengindentifikasikan rumusan
masalahnya, yaitu bagaimana aturan hukum tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan
Brunei Darussalam perspektif mas/ahah Imam Al-Ghazali? Dan bagaimana sanksi tentang
pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif mas/lahah Imam Al-
Ghazali?

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan pendekatan undang-undang dan
pendekatan perbandingan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif bersifat
deskriptif normatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode studi
pustaka, berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Kemudian kerangka teori yang
dipakai, yaitu teori maslahah Imam Al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei
Darussalam memiliki urgensi tinggi dalam menjamin kemaslahatan dan kepastian hukum
dalam kehidupan masyarakat. Kedua negara menjadikan pencatatan perkawinan sebagai
instrumen penting untuk memastikan keabsahan hukum perkawinan, perlindungan terhadap
hak-hak keluarga, serta sebagai bentuk implementasi maqgasid al-syar ‘ah dalam konteks
maslahah al-mursalah dan maslahah hdjiyyat. Meskipun tidak ada nash syar’i yang secara
eksplisit memerintahkan pencatatan perkawinan, praktik tersebut diakui secara syar’i karena
mendatangkan manfaat besar dan mencegah kemudaratan. Dari sisi sanksi, Indonesia
menerapkan sanksi administratif yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak perdata akibat
tidak tercatatnya perkawinan, sedangkan Brunei Darussalam lebih tegas dengan sanksi pidana
berupa denda atau penjara. Kedua bentuk sanksi tersebut ditetapkan dalam kerangka maslahah
al-mursalah yang bertujuan menjaga ketertiban hukum, serta dikategorikan sebagai mas/ahah
hajiyyat dari segi kekuatannya, karena penting dalam mendukung keberlangsungan dan
legalitas institusi keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kata Kunci: Aturan Hukum, Sanksi, Pencatatan Perkawinan, Maslahah Imam Al-Ghazali



ABSTRACT

Marriage registration in several Muslim countries is mandatory for their citizens. This
is related to the legal consequences that may arise after a marriage takes place. In this study,
the author chose Indonesia and Brunei Darussalam for several reasons, the first being the
differences in legal systems and regulatory approaches. Although both countries share Islamic
values, Indonesia adopts a mixed legal system (civil law, Islamic law, and customary law),
while Brunei Darussalam applies Islamic law more formally through the implementation of
Sharia. Additionally, the second reason these two countries are interesting to discuss is
because of the comparison of marriage registration policies. Indonesia requires marriage
registration based on Law No. 1 of 1974 and its subsidiary regulations, while Brunei
Darussalam implements provisions in the Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law
Revised Edition 2012. Based on the background of this research, the author identifies the
research questions as follows: How do the legal provisions on marriage registration in
Indonesia and Brunei Darussalam align with the perspective of Imam Al-Ghazali's maslahah?
And what are the sanctions for marriage registration in Indonesia and Brunei Darussalam from
the perspective of Imam Al-Ghazali's mas/ahah?

This research is a literature review using a legal and comparative approach. The data
analysis method used is qualitative and descriptive-normative. In the data collection method,
the author uses a literature review based on primary and secondary data sources. The
theoretical framework used is Imam Al-Ghazali's mas/ahah theory.

The results of the study indicate that marriage registration in Indonesia and Brunei
Darussalam has high urgency in ensuring public welfare and legal certainty in society. Both
countries regard marriage registration as an important instrument for ensuring the legal
validity of marriage, protecting family rights, and as a form of implementing maqgasid al-
syari ‘ah in the context of maslahah al-mursalah and maslahah hajiyyat. Although there is no
explicit religious text that mandates marriage registration, the practice is recognized as
religiously valid because it brings significant benefits and prevents harm. In terms of
sanctions, Indonesia applies administrative sanctions that result in the loss of civil rights due
to the failure to register a marriage, while Brunei Darussalam imposes stricter criminal
sanctions in the form of fines or imprisonment. Both forms of sanctions are established within
the framework of maslahah al-mursalah, which aims to maintain legal order, and are
categorized as maslahah hdjiyyat in terms of their strength, as they are important in
supporting the sustainability and legality of the family institution in accordance with Islamic
sharia values.

Keywords: Legal Rules, Sanctions, Marriage Registration, Maslahah Imam Al-Ghazali
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MOTTO
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain.
Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa
Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

< Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er

D Zai Z Zet

o Sin S Es

8= Syin Sy Es dan ya
o Sad S Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta’ T Te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

s Fa’ Ef
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
& Mim M ‘em
U Nun N ‘en
s Waw w w
° Ha’ H Ha
3 Hamzah X Apostrof
S Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
Sa%is Ditulis Muta’addidah
s Ditulis ‘iddah
C. Ta’marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
ala ditulis hikmah
de ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

REPNERES ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau

h.

hills& ditulis Zakah al-Fitri
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D. Vokal Pendek

SR Fathah Ditulis a
e Kasrah Ditulis i
S - Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis a
)TV Ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati Ditulis a
sl Ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
sl Ditulis al-‘alwaini
Dammah + wawu mati Ditulis u
asle Ditulis ‘ulum
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
ah e Ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

aill Ditulis A’antum
el Ditulis U’iddat
aiSE oY Ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol Al Ditulis Al-Qur’an

sl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (el)nya.

Al ) Ditulis Ar-Risalah

&Ll Ditulis An-Nisa’

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

IV Jal Ditulis Ahl ar-Ra'yi

aaudl Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit,
seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah, dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan

sebagainya.
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KATA PENGANTAR

aan l Gas Sl Al s
Oalall oy b deal)
A J sy dana () 2l 5 40 Y AN Y o) agl
ale) raal dmaa s Al e 5 e L o Jua agdl
Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-
syarat akadnya. Sedangkan pencatatan perkawinan merupakan unsur lain yang
bermanfaat untuk kemaslahatan semua pihak, jaminan ketertiban umum, dan
sebagai perlindungan terhadap lembaga perkawinan itu sendiri. Sehingga, adanya
perkawinan yang menimbulkan kemudaratan hukumnya adalah haram.! Selama
perkawinan belum dicatatkan melalui mekanisme yang sesuai dengan perundang-
undangan, maka perkawinan itu dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan. Selain
itu, akibat perkawinan tidak tercatat adalah kurangnya jaminan dan perlindungan
hukum yang dapat diberikan negara kepada istri dan anak. Hal ini merupakan
hukuman yang diberikan negara terhadap warganya yang tidak tertib hukum dan

yang merelakan atas perlindungan negara bagi mereka.?

Keberadaan pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh negara
merupakan upaya mencapai kemaslahatan bagi suami istri. Terlebih lagi dalam

kehidupan masyarakat yang sangat membutuhkan aspek administratif tentunya

! Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Nikah Di Bawah Tangan,” Komisi Fatwa MUI (2008), hlm. 531.

2 Fahadil Amin Al-Hasan, “Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf),”
Arsip  Artikel  Pengadilan  Agama  Rangkasbitung,  Banten, 2024,  https://pa-
rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-
sirri-nikah-urf, akses 23 Desember 2024.



https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf
https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf
https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf

pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting.? Peristiwa perkawinan di
kalangan masyarakat adat biasanya tidak menerapkan administrasi pencatatan
perkawinan. Sebagai contoh pelaksanaan perkawinan Suku Samin atau Sedulur
Sikep di Pati Jawa Tengah dan masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Kuningan
Jawa Barat. Mereka hanya dapat bergantung pada hukum adat yang berlaku dalam

masyarakat hukum adat setempat.*

Undang-undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum nasional di bidang
perkawinan. Proses lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika sosial dan politik yang ada pada saat itu.
Secara umum, ketercapaian undang-undang tersebut memberikan dampak positif
terhadap tujuan kelahirannya. Akan tetapi, perkembangan zaman dan perubahan
masyarakat tetap mempengaruhi proses implementasinya yang berjalan belum
optimal.’ Secara histori latar belakang dan tujuan lahirnya Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 terlihat dari empat hal, yaitu membatasi dan menghapus pernikahan
anak, membatasi poligami, membatasi hak sepihak dari talaq (talag semena-mena),
dan membangun persamaan kedudukan suami dan istri.® Lahirnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 memiliki alasan tersendiri. Undang-undang ini merupakan

respons dari masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Banyaknya praktik

3 Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” Islamitsch Familierecht Journal, vol. 3, no. 2
(2022), hlm. 96-97.

4 Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara
Administratif Pada Masyarakat Adat,” Administrative Law and Governance Journal,vol. 2, no. 1
(2020), him. 33-34.

5 Wazni Azwar et al., “Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 (UUP),” Hukum Islam, Vol. 21, No. 1 (2021): Hlm 149.

6 Ibid, hlm. 148.



perkawinan di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) atau pernikahan
siri ternyata menimbulkan permasalahan yang masif di masyarakat. Banyak
perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perkawinan yang tidak

memiliki bukti otentik atau surat nikah.’

Urgensi pencatatan perkawinan disebabkan kebutuhan akan alat bukti yang
sah dan otentik sebagai dokumen yang menjelaskan terjadinya suatu perkawinan
sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi lainnya, seperti Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta jaminan
perlindungan hukum terhadap hak-hak akibat hukum perkawinan.® Pentingnya
pencatatan perkawinan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang dilakukan
demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan.” Pencatatan perkawinan di
Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain
itu, aturan lain yang membahas pencatatan perkawinan tertuang pada Peraturan

Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2) huruf b.

Brunei Darussalam merupakan negara dengan sistem pemerintahan
monarki absolut yang dipandu oleh prinsip Melayu Islam Beraja (MIB), sehingga
menjadikan Islam sebagai dasar negara. Reformasi hukum keluarga di Brunei

terdiri dari peningkatan perlindungan hak-hak keluarga, terutama wanita, dengan

7 Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon
Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan,” Al-Mazahib, vol. 3, No. 1 (2015), him. 49.

8 Muhammad Aziz dan Athoillah Islamy, “Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia
dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer,” hlm. 104.

° Solehati Nofitasari, “Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,” WELFARE STATE: Jurnal Hukum, vol. 1, no. 1 (2022), hlm.
78-79.



mengadopsi Pemerintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam 1999 dan
Amandemen Perlindungan Keluarga 2010. Brunei Darussalam mengombinasikan
hukum perkawinan dengan prinsip syariat Islam dengan kebutuhan modernisasi
hukum keluarga, sehingga memprioritaskan adanya pencatatan perkawinan,
pembatasan usia minimal, peran wali nikah, serta berupaya melindungi hak-hak

individu dan keharmonisan keluarga.!°

Lahirnya pembaruan hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum,
karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya,
sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang, dan pengaruh
reformasi di berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk
menjadi acuan dalam hukum nasional. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan suatu ketertiban serta melindungi kehormatan atau martabat dari
suami istri atas kesucian pernikahannya.!! Brunei Darussalam menerapkan sanksi
berupa denda dan hukuman penjara apabila warga negaranya tidak melakukan
pencatatan perkawinan ke pegawai pencatatan perkawinan. Hal tersebut diatur pada

Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012.1

Berdasarkan penelitian sebelumnya, secara tersirat aturan pencatatan

perkawinan dalam Islam terdapat dalam tradisi i’lan an-nikah (mengumumkan

10 Farizal Antony, et al., “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis
Penerapan Hukum Perkawinan Di Brunei Darussalam,” Policy and Law Journal (Polaw), vol. 1, no.
2 (2024), hlm. 77.

' Arif Sugitanata, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap
Pembaharuan Hukum Islam),” AI-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, vol. 8§,
no. 1 (2021), hlm. 7-11.

12 Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan
dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei
Darussalam),” Jurnal Interpretasi Hukum, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 849.



suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat) yang dapat dilakukan dengan
mengadakan walimah al-"urs (resepsi/pesta perkawinan).!3 Hal tersebut dianggap
sebagai suatu bentuk kegiatan yang mengandung makna pencatatan perkawinan,
karena secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk walimah
memang tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan.
Akan tetapi, secara tersirat pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai

bentuk tertulis atau otentik belum dibutuhkan.'#

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu bentuk reformasi hukum
keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia untuk mewujudkan
kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu
perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi pelengkap administrasi,
tetapi sebagai syarat diakui secara sah menurut hukum sebuah perkawinan

tersebut.!®

Selain itu, pada umumnya masyarakat di negara-negara Asia Tenggara
menganggap perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan
kepercayaan yang masyarakat anut. Pembuktian peristiwa perkawinan juga dapat

dilakukan secara formil berupa alat bukti tertulis. Selain digunakan sebagai bukti

tentang adanya perkawinan, pencatatan juga bertujuan agar dapat melindungi pihak

13 Muhammad Khairi Ramadhan, M. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, “Hukum Pesta
Pernikahan (Walimatul Ursy) Kajian Studi Kasus Kitab Figih Fathul Muin,” Kultura: Jurnal lImu
Hukum, Sosial, Dan Humaniora, vol. 3, no. 1 (2025), hlm. 68-74.

14 Habib Shulton Asnawi, “Sejarah, Urgensi, dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam
Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Muslim,” Bulletin of Community Engagement, vol. 4,
no. 2 (2024), him. 537.

15 Jumain Azizi dan Muzawir, “Reformasi Hukum Perkawinan: “Pencatatan Perkawinan
Di Berbagai Negara Muslim",” JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan
Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023), hlm. 114.



wanita ataupun anak akibat masalah dalam perkawinan dengan membuktikan

perkawinan melalui surat kutipan akta nikah.!¢

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui mas/ahah hukum dan sanksi
tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Setiap negara
mempunyai konstitusi yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan adanya
perbedaan mengenai peraturan dan sanksi di setiap masing-masing negara. Oleh
karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
secara komprehensif mengenai Analisis Maslahah tentang Pencatatan Perkawinan

di Indonesia dan Brunei Darussalam.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan

rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pencatatan perkawinan di Indonesia
dan Brunei Darussalam perspektif mas/ahah Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan

Brunei Darussalam perspektif maslahah Imam Al-Ghazali?

16 Muhammad Yusman dan Soffyan Angga Fahlani, “Problematika Pencatatan Perkawinan
Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di Beberapa Negara Asia Tenggara,”
Banua Law Review, vol. 4, no. 2 (2022), hlm. 194.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan

sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait aturan hukum tentang
pencatatan perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Brunei
Darussalam perspektif mas/ahah Imam Al-Ghazali.

b. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis tentang sanksi
pencatatan perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Brunei
Darussalam perspektif mas/ahah Imam Al-Ghazali.

Kegunaan

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan dan manfaat untuk
mahasiswa, masyarakat, dan institusi pendidikan. Selain itu, penelitian

ini berguna untuk berbagai macam hal sebagai berikut:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam perkembangan
ilmu pengetahuan di bidang perbandingan hukum, kajian akademis,
dan memperluas ilmu pengetahuan. Karya tulis ini diharapkan
mampu mengisi celah pengetahuan dan menjadi salah satu sumber

referensi penelitian selanjutnya terkait perbandingan hukum



pencatatan perkawinan, terutama di Negara Indonesia dan Negara

Brunei Darussalam.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pertimbangan atau
rekomendasi terhadap aspek maslahah hukum dan sanksi pencatatan
perkawinan antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Karya tulis ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi
mahasiswa, masyarakat, dan institusi pendidikan. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan
pertimbangan bagi pemegang tugas, wewenang kebijakan, ataupun

kekuasaan yang lainnya.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji pembahasan terkait
perbandingan hukum dan sanksi antara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan
aspek maslahah, serta mempertimbangkan berbagai teori dan model yang relevan.
Berbagai penelitian dan kajian terdahulu menunjukkan bahwa adanya perbedaan
dan kesamaan aturan hukum dan sanksi terhadap pencatatan perkawinan di
Indonesia dan Brunei Darussalam. Salah satu sifat hukum yaitu tetap berlaku
sepanjang waktu kecuali jika diubah atau dicabut. Perubahan suatu hukum

sesungguhnya umum terjadi dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan untuk



menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum terhadap dinamika

masyarakat.!’

Karya tulis terdahulu yang dapat penulis jadikan telaah pustaka pertama
yaitu penelitian Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani. Penelitian
ini fokus membahas terkait perbedaan dan persamaan peraturan hukum pencatatan
perkawinan serta akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan
Sipil baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam.'® Perbedaan dengan yang
penulis susun terdapat pada fokus penelitiannya, yaitu penulis fokus membahas
maslahah hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan

Brunei Darussalam.

Karya tulis kedua penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim. Pencatatan
perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku
merupakan ketentuan hukum negara semata, sedangkan dalam Islam tidak
diwajibkan mencatatkan perkawinan. Hasil pembahasan karya ini menyebutkan
bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah agar perkawinan di kalangan umat
Islam tidak liar, mendapat jaminan hukum di kemudian hari, dan agar hukum Islam
tetap sejalan dengan magqasid syari’ah yaitu kemaslahatan. Atas dasar hal tersebut

juga Islam menganjurkan untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan aturan

17 Sulaiman, “Menimbang Ulang Hasil Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, n.d., https://jdih.babelprov.go.id/menimbang-ulang-
hasil-perubahan-kedua-undang-undang-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan, akses 16
Januari 2025.

'8 Bunga Azalia Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Hukum Pencatatan Perkawinan
dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei
Darussalam,” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 1, Tahun 2024.
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yang berlaku.!® Sedangkan dalam penelitian penulis fokus membahas terkait
maslahah hukum dan sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan
Brunei Darussalam dengan menggunakan kerangka teori maslahah yang

dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Penelitian selanjutnya karya tulis skripsi oleh Dwi Arini Zubaidah. Skripsi
tersebut menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan
hukum Islam sebagai bentuk ijtihad baru terhadap persaksian dalam sebuah
perkawinan, sehingga penulis fokus menggali tinjauan teori sistem maqasid asy-
syari’ah Jasir ‘audah terhadap pencatatan perkawinan.’’ Berbeda dengannya,
penyusunan skripsi ini menggunakan konsep mas/ahah yang dikembangkan oleh
Imam Al-Ghazali untuk menganalisis maslahah hukum dan sanksi tentang

pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Penelitian terdahulu karya Mashuri, menyebutkan bahwa pembaharuan
hukum keluarga di Brunei Darussalam tidak terlepas dari dinamika reformasi yang
ingin melakukan unifikasi hukum pencatatan perkawinan jika dirasa ketentuan
hukum klasik sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan di era modern ini.?!
Sedangkan penyusunan skripsi ini memuat hasil penelitian, analisis yang lebih

mendalam dan sistematis tentang mas/ahah pencatatan perkawinan di Indonesia dan

19 Abdul Halim, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” Al -Mabhats: Jurnal
Penelitian Sosial Agama, vol. 5, no. 1 (2020), him. 1-18.

20 Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah
Jasir ‘Audah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

2l Mashuri, “Hukum Keluarga Islam Melayu Di Brunei Darussalam,” DAWI, vol. 1, no. 3
(2023), hlm. 1-7.
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Brunei Darussalam dengan menggunakan kerangka teori maslahah yang

dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Penelitian terdahulu selanjutnya karya Iwan, menyebutkan bahwa akta
nikah menjadi bukti otentik yang menjamin perkawinan seseorang dan para pihak
yang terkait dalam perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika
terjadi permasalahan dalam perkawinan, akta nikah dapat digunakan sebagai bukti
autentik untuk mendapatkan pelayanan dari negara agar dapat memperoleh hak-
haknya.?? Sedangkan penyusunan skripsi ini fokus membahas mas/ahah hukum dan
sanksi pencatatan perkawinan dengan membandingkan aturan di Indonesia dan
Brunei Darussalam. Penyusunan skripsi ini akan lebih mengembangkan dan

menganalisis, serta memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Teori Maslahah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mas/ahah Imam Al-Ghazali
dalam pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam konteks
hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting yang membutuhkan
analisis mendalam, sehingga dapat dilakukan pembahasan terkait perbandingan
sistem pencatatan perkawinan berdasarkan teori mas/ahah. Teori maslahah dalam

penyusunan karya tulis ini menjadi konsep mas/ahah sebagai landasan analisis,

22 Twan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia: Analisis Maqashid
Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, vol. 10, no.
1 (2022), hlm. 73-86.
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serta mengetahui setiap kriteria maslahah. Teori yang digunakan dalam penyusunan
ini fokus menggunakan teori mas/ahah yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

Menurut Imam Ghazali mas/ahah bermakna mendatangkan kemanfaatan

atau menghalau kemudaratan yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara tujuan
syara’ (maqasid syari’ah). Tujuan syara’ atau magqgasid syari’ah bagi manusia
adalah menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.
Setiap perkara yang memiliki tujuan menjaga dan memelihara lima hal pokok
tersebut dapat dikatakan maslahah. Sedangkan, setiap perkara yang menyebabkan
hilangnya lima hal pokok tersebut, maka itu adalah mafsadah. Artinya mencegah
mafsadah merupakan maslahah.*

Dalam penelitian ini fokus menggunakan pembagian teori maslahah Imam

Ghazali berdasarkan dengan pengakuan dan kesaksian syara’ ada tiga, yaitu:**

1. Maslahah Mu tabaroh, yaitu maslahah yang diakui oleh syara’ sebagai
maslahah yang diperhitungkan. Mas/ahah yang diakui dan dinyatakan
oleh syara’ sebagai maslahah yang diperhitungkan, maka maslahah
tersebut adalah hujah, sedangkan mas/ahah ini aslinya bersumber dari
giyas yang menggali hukum dari logika nash dan ijma’.

2. Maslahah Al-Mulghah, yaitu maslahah yang dinyatakan oleh syara’
sebagai maslahah yang batil dan tidak diperhitungkan. Jenis mas/ahah
ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik

Al-Quran maupun hadis.

23 Imam Al-Ghazali, Edisi Indonesia Al-Mustashfa (Rujukan Utama Ushul Fikih), him.
563.
24 Ibid, hlm. 561-563.
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Maslahah Al-Mursalah, yaitu maslahah yang syara’ bersikap abstain
terhadapnya, tidak menyatakan sebagai maslahah yang diperhitungkan
dan tidak pula sebagai maslahah yang batil. Maslahah macam ini
biasanya dikenal sebagai maslahah mursalah. Maslahah ini tidak
ditemukan adanya nash tertentu dari syara’ yang menyebutkan bahwa
apakah sebagian maslahah yang batil ataukah sebagai maslahah yang

diperhitungkan. Hal ini termasuk dalam lingkup pengamatan.

Dilihat dari tingkat kekuatannya terbagi menjadi tiga macam, yaitu

maslahah daruriyyat, maslahah hajiyyat, maslahah tahsiniyyat>> Al-Maslahah

daruriyyat, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat

manusia di dunia dan akhirat. A/-Maslahah hajiyyat, yaitu kemaslahatan yang

dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan

mendasar manusia. A/-Maslahah tahsiniyyat, yaitu kemaslahatan yang sifatnya

pelengkap berbentuk kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dilihat dari segi sumber
data menggunakan jenis pustaka dengan metode analisis kualitatif
dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu problematika

dengan pendekatannya data, sehingga menghasilkan analisis deskriptif

563.

25 Imam Al-Ghazali, Edisi Indonesia Al-Mustashfa (Rujukan Utama Ushul Fikih), him.
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normatif.?® Data pada penelitian hukum normatif menggunakan dua
tahap, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif tertulis dan penerapan
ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa dalam bentuk
nyata (in concreto).”’

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat normatif agar dapat menganalisis pasal-pasal
ataupun peraturan lainnya yang terkait tentang pencatatan perkawinan
di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selain itu, aspek mas/ahahtentang
pencatatan perkawinan di dua negara tersebut perlu menemukan
kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum,
sehingga selaras dengan sifat penelitian hukum normatif.?®

3. Pendekatan
Pendekatan penelitian merupakan cara pandang dalam menentukan
klasifikasi pembahasan yang diharapkan mampu memberi penjelasan
dari suatu problematika karya ilmiah.”’ Penyusunan karya tulis ini
fokus menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan
pendekatan perbandingan (comparative approach).*® Oleh karena itu,

pendekatan-pendekatan  tersebut digunakan untuk mendapatkan

26 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, ed. Try Koryati, Cetakan ke-1 (Yogyakarta,
Indonesia: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm 6.

27 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), Him
157-158.

28 Ibid, hlm. 59-60.

2 1 Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum (Jakarta: Kencana, 2016)., him 156.

30 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, him 82-86.



15

informasi dari berbagai aspek terkait maslahah tentang hukum dan
sanksi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah cara
yang digunakan untuk mendapatkan informasi isu atau permasalahan
hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang didapatkan dari
kegiatan memahami bahan hukum terkait.’! Penyusunan karya ini
menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library
research) yang mengaitkan progresivitas hukum di Indonesia dan
Brunei Darussalam, serta menyusun informasi yang didapatkan
kemudian dapat dianalisis secara kualitatif deskriptif.>?

Sumber data penelitian kualitatif dapat dikumpulkan dari
sumber primer ataupun sekunder. Sumber data primer adalah sumber
data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan
sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat
dokumen.*® Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data primer
berupa bahan hukum primer kitab Imam Al-Ghazali, bahan hukum dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan seluruh data yang

berkaitan. Data sekunder diperoleh dari laporan, literatur kepustakaan,

31 Barder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008),
hlm. 166.

32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017),
hlm. 60.

33 Hardani et al., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaif, Cetakan I (Yogyakarta: CV.
Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 121.
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dan bahan-bahan rujukan lainnya seperti buku, jurnal, dan seluruh data
yang relevan lainnya.
5. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif
lebih fokus untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang
partisipan dan kondisi objeknya, sehingga mempunyai kriteria
menggunakan sumber data langsung, memiliki sifat deskriptif analitis,
fokus proses, dan mengutamakan pemaknaan.** Selanjutnya data
dikelola peneliti secara deduktif melalui tiga tahap, yaitu pengeditan,

sistematis, dan deskripsi.>®

G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini harus tersusun secara sistematis supaya
dalam pembahasannya tidak menghilangkan setiap substansi yang sedang dikaji
dalam penelitian, untuk itu peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan
gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum terkait Teori Maslahah.

34 Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, “Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum dalam
Perspektif Filsafat Konstrutivis,” Kumpulan Berkas Kepangkatan, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, hlm. 1.

35 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hIm. 181.



17

Bab Ketiga, membahas mengenai aturan hukum dan sanksi tentang
pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab Keempat, membahas mengenai analisis aspek maslahah hukum dan
sanksi tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Bab Kelima, merupakan penutup meliputi saran dan kesimpulan yang
menjadi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian, serta daftar pustaka sebagai

daftar sumber rujukan dalam penelitian skripsi ini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan bagian pembahasan, baik berdasarkan

teori maupun data-data yang peneliti dapatkan selama proses penelitian, maka

peneliti mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1.

Dari analisis terhadap aturan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia dan
Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan di
kedua negara memiliki urgensi yang sangat penting dalam mewujudkan
kemaslahatan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam perspektif
maslahah Tmam Al-Ghazali, pencatatan perkawinan dikategorikan sebagai
maslahah al-mursalah, karena tidak terdapat nash syar’iyang secara eksplisit
memerintahkan pencatatan tersebut, namun kemaslahatannya sangat nyata
dalam kehidupan sosial dan hukum. Dilihat dari tingkat kekuatannya,
pencatatan perkawinan kedua negara tersebut sejalan dengan magasid al-
syari ‘ah serta menunjang hukum perkawinan, sehingga dapat dikategorikan
dalam maslahah hajiyyat. Pencatatan perkawinan merupakan keharusan
hukum yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan masing-masing
negara. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah
mudarat yang dapat timbul dari perkawinan tidak tercatat. Dengan
demikian, baik Indonesia maupun Brunei Darussalam menempatkan

pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk menciptakan

70
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ketertiban, mencegah kerugian sosial, dan memastikan keabsahan serta
perlindungan hukum dalam institusi keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip

syariat Islam.

Berdasarkan analisis mengenai sanksi pencatatan perkawinan di Indonesia
dan Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama
menerapkan sanksi atas ketidakpatuhan dalam mencatatkan perkawinan
sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mewujudkan kemaslahatan
dalam masyarakat. Di Indonesia tidak ada sanksi pidana secara eksplisit
dalam undang-undang yang berlaku saat ini, tetapi terdapat sanksi
pencatatan perkawinan yang bersifat administratif, seperti tidak diakuinya
hak-hak perdata anak terhadap ayahnya dan ketidakpastian status hukum
keluarga, karena tidak adanya pencatatan perkawinan yang sah. Hal ini
bertujuan untuk mendatangkan manfaat besar dan mencegah berbagai
kemudaratan sosial serta tidak jelasan status hukum. Oleh karena itu, sanksi
administratif pencatatan perkawinan Indonesia termasuk dalam kategori
maslahah al-mursalah. Sedangkan Brunei Darussalam lebih tegas dalam
menerapkan sanksi hukum berupa denda atau hukuman penjara bagi
pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya, sebagaimana diatur
dalam /Is/lamic Family Law Chapter217. Sanksi ini juga termasuk maslahah
al-mursalah, karena tidak bertentangan dengan prinsip syara’ meskipun tidak
ada nash yang secara eksplisit mengaturnya. Dari sisi tingkat kekuatannya,
sanksi di kedua negara dikategorikan dalam maslahah hdjiyyah, karena

bersifat sebagai kebutuhan sekunder yang penting untuk menunjang
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ketertiban hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Dengan
demikian, keberadaan sanksi ini di masing-masing negara menjadi bagian
dari strategi penegakan hukum keluarga yang sejalan dengan tujuan syariat
Islam, yakni menciptakan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan

menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, maka ada hal-hal penting yang perlu
menjadi catatan sebagai saran dari penulis, bahwa dalam penelitian ini terdapat
banyak kekurangan yakni penelitian ini hanya berfokus dan terbatas pada
pembahasan sanksi pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam,
dan dalam penelitian ini tidak dilakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh terkait.
Penelitian ini terbatas mengkaji hanya dengan teori maslahah Imam Al-Ghazali.
Sehingga sebagai pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian topik ini ke
depan, penting kiranya untuk memperluas cakupan pembahasannya dengan

harapan berdampak baik pada diskusi dan karya ilmiah yang akademis.

Untuk menghindari kemandekan, diperlukan juga penelitian yang tidak
hanya membahas terkait hukum sanksi. Diperlukan analisis-analisis dari ilmu
sosial, analisis wawancara terhadap masyarakat dengan tujuan bagaimana sebuah
hukum hidup di masyarakat (/iving law). Hal ini dimaksudkan bertujuan agar
penelitian hukum tidak terbatas menggunakan kerangka-kerangka yang berasal dari

internal hukum itu sendiri.
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